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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur. Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Okta Virnando, S.H., M.H. dan
Maylyndha Marlina Lestari, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di
Jalan Lintas Timur, Dusun lll, Desa Muarajaya, Kecamatan
Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 21 Desember 2020, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor
71/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut
Pemohon;

melawan,

Termohon, tempat tanggal lahir, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama
Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama),
pekerjaan Menggurus rumah tangga, tempat kediaman di,
Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;
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DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04
Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada
tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Sdn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah
melangsungkan pernikahan pada Tanggal XXXX sebagaimana bukti berupa
Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Aagama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Timur;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka.

Termohon berstatus Perawan, sedangkan Pemohon berstatus Jejaka,

3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya pasangan

Suami Istri (Ba'da Dukhul), dan telah di karuniai dua anak yaitu :
- Anak 1, umur 12 (dua belas) tahun;
- Anak 2, umur 6 (enam) tahun.

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

rumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam
keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 sering terjadi
percekcokan sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan karena:

- Termohon sudah tidak bisa diajak untuk membina rumah tangga dengan
baik;
- Termohon apabila di nasehati selalu membantah dan tidak menghargai

Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Termohon tidak jujur dalam membina rumah tangga.
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6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada bulan Januari 2021 disebabkan Pemohon dan
Termohon bertengkar terus menerus, hingga Pemohon pergi meninggalkan
rumah, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi

hubungan baik lahir maupun batin antara Termohon dan Pemohon;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan

lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Termohon namun tidak berhasil.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sukadana cg Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai
berikut:

Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama

Sukadana;
3. Membebani biaya perkara menuntut Hukum
Subsidair:

Apabila Manjelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
diwakili Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
129/Pdt.G/2020/PA.Sdn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil
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secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan

suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali
untuk tidak bercerai dengan Termohon. Atas upaya tersebut, Pemohon diwakili
Kuasanya menyatakan telah berdamai dengan Termohon dan mohon perkaranya

untuk dicabut;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan perceraian
antara para pihak yang beragama Islam, perkawinannya dilangsungkan secara
hukum Islam dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Sukadana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan
Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka
Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana
dimaksud pasal 26 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon hadir diwakili
Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon

tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan
perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah
memeriksa identitas para kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara
berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Termohon tidak pernah hadir
dalam persidangan maka persetujuan Termohon tidak dapat diperoleh oleh karena
itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara a quo
berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik juncto Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Desember 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register
Nomor 71/SKH/2021/PA.Sdn., tanggal 13 Januari 2021 Majelis Hakim telah
memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang
Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. juncto
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim
berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus
tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan

Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon
agar berdamai dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan
Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat

(1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Atas upaya tersebut, Pemohon
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menyatakan telah berdamai dengan Termohon dan mohon perkaranya untuk
dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh
Pemohon sebagaimana tersebut di atas dilakukan sebelum Termohon
mengajukan jawaban, sehingga pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan

persetujuan dari Termohon (vide: Pasal 271 R.v);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan

pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mencabut
perkaranya dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena
perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara
ini;
2. Menetapkan perkara nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Sdn telah selesai
karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Riana
Elfriyani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sena Siti Arafiah, S.Sy. dan Ana Latifatuz
Zahro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Alawiyah, S.H.l., sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sena Siti Arafiah, S.Sy. Riana Elfriyani, S.H.

Hakim Anggota

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Tuti Alawiyah, S.H.I

Perincian biaya :

- Biaya PNBP :Rp  60.000,00
- Biaya Proses 'Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan 'Rp 150.000,00
- Biaya Meterai :Rp 12.000,00
Jumlah "Rp 272.000,00
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(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
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